
I. Paaa.l 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah da\a:m Lingkungan 
Propiru,i J llWQ Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tombahan 
Lembe.ran Negara Nomor 4437); 

4. Undang-Undang Nomor 20 T&hun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesift Tahun 2003 Nomor 78. 
Tarnbahan Lcmbaran Negara ~publik Indonesia 
Nomor 4301)~ 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupe.ti tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Dana. Bantuan 
Operasional Sekolah di Kabupaten Purworejo; 

b. bahwa untuk rnendukung konsolidasi 
pertanggungjawaban keuangan dana bantuan 
operasional sekolah dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah dalam sistem akuntansi 
pcmerintahan dan pengelolaan keneogan daerah, 
perhi disusun pedoman pengelolaan keuangan yang 
diatur dengan Pcraturan Bupati: 

BUPi\TI PURWOREJO, 

Menimbang a. bahwa pengelolaan dana bantua.n operasional 
sekolah oleh satuan pendidikan, sesuai kebijakan 
laporan keuangan bereasis akrual, wajib 
menyclenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan dengan 
laporan keuangan pemerintah daerah; 

BUPATI PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURWORE.JO 
NOMOR 32 T.AIIU!f 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN 
DANA BANTUAN OPERASlONAL SEKOLAH 

DI KABUPATEN PURWOREJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ISALINANI 

 



Dawn Peraturan Bupati yang diroaktnld dengan: 
1. Pemcrintah adalah Pemerintah Pusat, 
2. Daerah adelah Kabupaten Purworejo. 
3. Pemerintah Durall adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakMnaan UTUIIQll 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupa.ti adalah Bupati PurRorejo. 
5. Keuangan Daera.h adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalaJn 

rangka penyelensgaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
deagan uang tcnnaauk didalarnnya eegala bentuk kekayaan yang 
berhubunpn denpn hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

6. Penglelolaan ~uenpn adaleh lceeeluruban kegiata.D yang meliputi 
pereneaaaae, pele.kaanaan, penatausahaan, pelaporan. 
pertanggungjawabe.n dan pengawaaan keuanpn. 

7. Bantuan Operuional Sekolah, yang eelanju01ya diaingkal BOS 
adalah program Pemerintah untuk penyediaan pcndanaan biaya 
operaai non personalia bagi saruan pendidikan dasar dan 
menengah. 

8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya diaebut SKPD, adalah 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
menyelengpralam urusan pemerintahao di bidang pendidikan 
aclaku pengguna anggaran/pcngguna be.rang. 

Pa!lal L 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BABI 

KETEN'l'UAN UMUM 

PEOOMAN TEKNIS 
DANA BANTI.JAN 
OJ KABUPATEN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TEITTANO 
PENGELOLAAN KEUANGAN 
OPERASIONAL SEKOI..AH 
PURWOREJO. 

Menet.a.pkan : 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lem be.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua At.a& Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republi.k lndoneaia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

' 

 



9. Kepa.la Perangkat Da.erah, yang selanjutnya dleebut KepaJa SKPD, 
adateh kepala perangkat daerah di linglcungan Pemerintah Daerah 
yang menyetenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 
selaku pengguna angpran/pengguna baning. 

JO. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya. 
d.isingka.t SKPKD, adalah Perangka.t Daerah dl lingkungii.n 
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggllJ"an/pengguna barang, 
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selartjutnya diaingkat 
PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertiodak aebagai bendahara umum daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah 
PPKD yang bertindak dalam lcapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

13. Saruan pendidikan, yang aelanjutnya disebut Sekolah, arlalah 
kclompok layanan pendidilcan yang menyelenggarakan pendidikan 
pada jalur formal, nonfonnal, dan informal pada aetiap jenjang dan 
jenis pendidi.kan. 

14. Kepa.la satuan pendidilcan, yang eela.njutnya. disebut Kepala 
Sekolah adalah kepala satuan pendidikan penerima dana BOS. 

15. Anggaran Pendapetan dan Belanja Daerah, sela.njutnya d.isingkat 
APBD adaJah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahaa dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, dan dltetapkan dengan 
peratura.n daerah. 

16. Rencana Kerja dan Angaran SKPD, yang eelanjutnya disingkat 
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan pengangga.ran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belan.ia program dan k.cgis.ta.n 
SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan yang 
selanjutnya disingk:at APBS, adalah rencana biaya dan pendapatan 
rinci unruk satu tahun pelajaran. 

18. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya 
cfulebut Bendaham BOS, adalah pep.wai negi:ri sipil yang ditwljuk 
untuk mcnerima, menyimpan, membayarkan, menatauaahakan, 
dan mcmpcrtangungjawabkan uang untuk. kcpcrluan belanja 
aelrolah daJam rangka. pela.kMnaan Bantuan Operasional Sekolah. 

19. Entita.s akuntanai adatah unit pemerintahan pengguna 
anggna.n/pcnggun.a barang dan oleh karenanya wajib 
menyelmggarakan akwltanai dan menyuaun laporan keuangan 
untuk dlgabungkan pada entitaa pelapora.o. 

20. Entitaa pelaporan adalab unit pemcrintaluui yang terdiri etas aatu 
atau lebih entitaa akunuuui yang menwut ketentuan peratunm 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertaoggungjawa.be.n berupe laporan keuangan. 

21. Surat Permintaan Pengeaahan Pendapatan dan Belanja Bantuan 
Operasional Sekolah, yang sclanjutnya disingkat SP3B BOS, adalah 
surat permintaan pengesahan pendapat.an dan belanja BOS ataa 
laporan realisaai pendapatan dan belanja BOS oleh Kcpala SKPD. 

22. Surat Penge!Mlhan Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional 
Sckolah, yang selanjutnya disingkat SP2B BOS, adaJeh pengesahan 
pendapatan dan belanja oleh PPKD atas SP3B BOS dari Kepala 
SKPD. 

• 

 



Tujuan ditetapkennya Peraturan Bupati ini adalab untuk: 
a. meningkatkan tata ke\ola k.euangan dana BOS agar dapat berjalan 

efislen, efektif, transparan dan akuntabel; 
b, memudahkan konsolidasi pertangungjawablln keuangan dana 

BOS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Paeal 4 

Ma.k11ud cUtetapkannya J>eratw-an Bupati ini adalah untuk memberikan 
acuan/pedoman bagi SKPD, SKPKD dan Sekolah dalain pengelolaan 
keuangan dana BOS. 

Pasal 3 

Asas J>eogelolaan Keuangan dana BOS meliputi: 
a. tertib, yaitu pengelolaan keuangan dana BOS harus dilakulcan 

secara tepat guna yang didulrung dengan bukti-bukti administrasi 
yang dapat d.ipertanggungjawabbn; 

b. taat pada peraturan perundang-uodangan, yaitu pengelolaan 
keuangan dana BOS berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. efektif, yaitu pencapaian hasil program dalam pengelolaan 
keuangan dana BOS harus sesuai dengan target yang tel.ah 
ditetapkan; 

d. efisien, yaitu penge)olaan keuangan dana BOS harus menghasilkan 
pencapaian keluaran yang makaimum dengan masukan tertentu 
atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran 
tertentu; 

e. ekonomie, yaitu perolehan masulcan dengan kuaiitas dan kuantitas 
tertentu pada tingkat harga yang terendah; 

f. transparan, yaitu memungkmkan masyarakat untu.k mengetahui 
dan mendapatkan akses informasi se\uas-lwumya mengcnai 
pengelolaan dana BOS; 

g. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan dana BOS harus 
mencerminkan perwl.tjudsn kewajiban .eseorang untuk 
mempertanggung jawabkan pengelolaan clan pengendalian eumber 
d.aya dan pelalaanaan kebijakan yang dipen:ayakan kepadanya 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; 

h. keadilan, yaitu pengelolaan keuangan dana BOS mencenninksn 
keseimbangan distribusi kewenangan dan pendana.annya dan/atau 
keseimbangan disaibusi hak dan kewajiban berdasarkan 
pertimbangan yang objektif; 

i. kepatutan, yaitu penge\olaan kenaogim dana BOS hanl11 dilakukan 
dengan wajaT dan proporsional. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Asas, Maksud dan Tujuan 

 



(7) Format rencana APBS da,,a BOS eebagaimana dimakeud pada ayat 
[I] tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(61 RKA SKPD sebaga.imana dirnabud pad.a ayat {21 dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupe.ti. tentang Penjabaran APBD aesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Rincian lebih lanjut mengenaijenis, objek dan rincian objek belanja 
dana BOS per Sekolah ditetapkan oleh Kepala SKPD berda&a.rkan 
RenewlB APBS. 

(1) Rencana pendapetan dan belanj& dana BOS disusun oleh Kepala 
Sekolah dalarn Rencana APBS dan disampa.ikan kepada Kepala 
SKPD yang mcmbidangi Pendidika.n. 

(21 Berdasark.an renca.na pendapetan dan belanja d.ana BOS 
sebftgaimana dimaksud pada ayat (11, Kepe.la SKPD membuat 
rencana pendape.tan dana BOS dan rencana belanja dana BOS 
yang dituangkan dalaro RKA SKPD. 

(3) Rencana pendapatan dana BOS eebagaimana dima.ksud pada ayat 
(21 d.ianggarkan da.lam kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang 
Sah, jenis Pendapatan Hi bah, objek dan rincian objek Dana BOS. 

(4) Rencana bclanja dana BOS sebe.gaimana dirnaksud pada ayat {2) 
dianggarkan da.l.am .lcelompok belanja langsung dan diuraikan Ice 
dalam jenis, o~ek. dan rincian objek belaitja Dana BOS, yang 
pemanfaatannya berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan 
dan pertanggungjawaban keu.angan dana BOS. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Penganggaran 

PENOELOL.AAN KEUANGAN DANA BOS 

BAB II 

Ruang lingkup penge\olaan keuangan dana BOS meliputi: 
penganggaran, pelskaanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertansgungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan, 

Bagian Ketiga 
Ruang Llnglrup 

Pasal 5 

 



Pasal 9 

{1) Setiap pendapatan dan belanja yang dibebankan pada dana BOS 
dicatat oleh Bendahara BOS dalain buku kas. 

(2) Buku kas ae,bepirnana dima.ksud pada ayat (l} disampaikan oleh 
Bendahara BOS kepada Kepala. Sekolah dengan melampirkan bukti­ 
bukti pendape.tan den belanja yang lengkap dan sah pada sctiap 
akhir bulan untuk mendapat pengesahan oleh Kepala Sekolah. 

(3} Penatausahaan dan pembukuan pendapatan dan belanja dana BOS 
oleh Sekolah dibukukan sesuai ~tunjuk Telrnis Penggunaan clan 
Pertanggun@jawaban Keuangan Dana BOS. 

(2) Rekening dana BOS aebagaimana di.maksud pada ayat (1) 
merupakan bagian darl rck.ening BUD yang dikelola di luar BUD. 

(3) Rekening dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan oleh Bupati. 

(!) Bendaham BOS mernbuka rekening dana BOS pada be.nk yang 
ditunjuk untuk menampung dana BOS yang diterima. 

Pasal 8 

(5} Penggunaan dana BOS dilakuk.an berdasarkan jenis be\anja dalam 
APBS. 

(6J Sekolah dilerang melakukan pengeluaran atas beban dana BOS 
untuk tujuan se!ain yang telah ditetapkan dalam .APBS. 

(7} Pengadaan barang dan/jasa yang bersumber dati dana BOS 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 
pengadaaan barang/ jasa pemerintah. 

(81 Pengelolean dane BOS dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS 
Sekolah. 

(4) ~ngeluaran dana BOS tidak dapat dibebankan eebagai belanja 
apabila pengeluaran tersebur tidak tersedia atau tidak cukup 
tersedia de.lam A.PBS. 

Pase.I 7 

(11 Pcngguuaan dana BOS yang dlterima. Sckolah dilalcukan 
berdasarkan APBS. 

(21 Setiap pengelu.arn.n atas beban dana BOS narus didukung oleh 
bulcti yang Jenglc.ap dan sah, 

{3) Jum.lah belanja atas penggunaan dana BOS yang dianggarkan 
dalam APBS merupakan bataa tertinggi. pengeluaran belanja dana 
BOS. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

 



(7) Format Surat Pemyataan Tanggung Ja-b Kq,a.Ja Sekolah 
aeba1111irnana dima.ksud peda ayat (2) tercantwn dalarn Lampiran IV 
Peraturan Bupati lni. 

(8) Format SP3B BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 14) ten:antum 
dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

(9) Format SP2B BOS sebapirnana dimaksud peda ayat (4) tercantum 
dalam Larnpiran VI .Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

(1) Berdasarkan SP2B Dana BOS, SKPD mr:nyusun Laporan Keuangan 
SKPD aetiap tahun. 

(21 SKPO ae~ entitas akuntansi wajib menyuaun dan 
menywnpaikan Laporan Keuanga.n SKPD kepada PPKD paling 
lambat 2 [dua] buJan &etelah periode pelaporan berakhir, 

(3) Laporan Keuangan SKPD yang diterima PPKD eelanjutnya dilakuk.an 
konsolidaai ke dahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

{6) Format laporan realisasi pendapatan dan bclanja Dana BOS 
sebagaimana dimaksud pada ayat {21 tercantum peda Lampiran Ill 
Peraturan Bupati ini, 

(4) Format Buku Kas sebagalmana di.msksud pada ayat (L) tercantum 
dalarn l..ampiran II Peraturan Bupati ini. 

Region Ketiga 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 10 

(l) Bends.hara BOS menyusun laporan realisasi pendapatan clan belanja 
dana BOS dan disampa.ilcan kepada Kepala Sekolah untuk 
mendapetkan pengesahan. 

(2) Kepala. Sekolah menyampaikan laporan realises, pends.pa.tan dan 
belaja d.ana BOS dan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala 
Sekolah setiap triwulan kepada Kepals SKPD ~ lambat pada 
tanpl 5 sc:tiap awal triwulan berikutnya. 

(3) Khusus untuk .ckolah daear, laporan realisasi pendapatan dan 
be\anja dana BOS disampaika.n kepoa.da Kepala SKPO melalui Unit 
Pclaksana Teknis peda SKPO di ma.sing-masing kealmatan untuk 
dilakul<an rekapitulasi. 

(4) Berdasarkan relmpitulasi laporan realisasi pendape.tan dan belanja 
BOS, Kepala SKPO menyusun SP3B BOS dan disampaikan kepada 
PPKD setiap triwulan untuk diterbitkan SP2B BOS oleh BUD. 

(SJ Pejabat Penatausahaan Keuanga:o pada SKPD dan BUD melakukan 
pembukuan atas pendapatan dan belanja dana BOS sesuai SP2B 
BOS dengan mempedomani ketentuan peraruran perundang­ 
undanijlln. 

 



TRI HANDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHON 2017 NOMOR 32 SERI B NOMOR 29 

Diundangkan di Purworejo 
pa.da t.anggal 

SitKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

AGUS BASTIAN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 5 Acu•tu 2016 

BlJPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

SESUAI DEN GAN ASLINY A 
BAGIAN HUKUM 

Peraturan Bupati ini mulai bedalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang m.engetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

{3) Pengawasan ekstemal pengelo.la.an keu.angan dana BOS dilakukan 
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dana BOS dilakukan 
oleh SKPO. 

(2) Pengawasan internal pengelolaan keuangan dana BOS dilakukan 
olehSKPD. 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Pembinaan den Pcngawasan 

(4) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dim.aksud pada ayat (2) 
disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan 
yang berlaku, 

 



AGUS BASTIAN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

ANOGA.RA.N PENDAPATAN DAN agLANJA SEK.OLAH YANG BF:RSUMBER Dt.Rl DANA BOS 
TAHUN A.NOOARA'Pl 2016 

Na.na Sekolab : 
Deee./ Kccamatan : 
l(abUJIB!en ; 

Provin&i ; 

Kodc Ul'1Wlll Scmeater I Semest1:r n TA2016 
~kt'ninlr 

Ill 12) 131 (4) 151 - 131 + 141 
4 

. 

4,3 Lain-lain Pa}.fa""'tan [)QCfllh YEll!' Bah 
1.3.1 f'c-nrt ...... tan Hibiih 
4.3.1.2 f'endanatan Hibah Dana BOS 

5 Belanut 
5.2 Belania ~unsr 
5.2.1 Belanja Pe1lawai 
5.2.2 Belania BanmR. dan J&.&a 
5.2.3 Belania Modal 
5.2.3.1 Bclanja. Modal Tanah 
5.2.3.2 Bela.nja Modal Pcralaian dan Me•in 
5.2.3.3 Bdanja Modal Ocdung clan Bangwlan 
5.2.3.4 Belanja Modal Jalan, hipsi dan Jarinpn 
5.2.3.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.2.3.6 Belania Modal Aset \.4unYll 

Surulu11 TIDefiait) 

Kepala Sekolab • 

. . ... . ... . .. .•... •.• . •.• . •.• ..... •.• . . . . .. ............... 
NIP 

FORMAT RENCANA APBS DANA BOS 

1.AMPlRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 32 TABUJf 2016 
TENTANO 
PEDOMAN TEKNIS PENOELOL.I\AN 
DANA BANTUAN OPERAS.IONAL SEKOJ..o\H 
DI KABUPATEN PURWOREJO 

 



AGUS BASTIAN 

BUKUKAS 
Bulan ......................... Tahun 2016 

Nama Sekolah : 
Oesa./Kec. : 
Kabupaten : 
Provinai : 

No. No. 
Penerirnaan Pengeluaran Saldo 

Tgl. Kode Bukti 
Utaian (De bill (Kredit) Rp 

RJl Rp 

Jumlah bulan mi 
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Jumlah s.d. Bulan ini 
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. . . •.. .... . .. . . . . .. . . . .. . . . .... . . .. . . . . . . . .... . . . .... .......................................... 
NlP NZP 

~~ 
~SESUAI DENGAN ASLINYA 
~I A QA0..TAN J.lTIVTIU 

"·~/ "'~ 
: SElDA,: ~-0 BUPATI PURWOREJO, 

~ SRI, ·- "YOWATI. SH. MM. Ttd. 
w i'~Vembina Tingkat I 
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TENT ANG 
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DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOl..t\Ji 
DI KABUPATEN PURWOREJO 
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AOUS BASTIAN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

NIP .. 
T SESUAI DENGAN ASLINYA '-'"'-""'"-'''C!L't=?tLI.ISC C = = . 

A BAGIAN HUKUM 

P\1.r'lllorejo. .. ..........•...•....•..•••.••...• 

Kcpala Sekolah 

3. Apabila dikemudian hari pemyataa.n ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 
aaya bersedia dikenakan 11ankai d.m/atau dituntut ganti rugi dan atau tuntutan Iainny 
$tSUai dengan ketentuan peraturan perundang-undanpn yang berlaku. 

Demildan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan benna1er8i cukup untu 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

- naan Belania Bantuan O . onal Sekolah IBOSI adalah 
No. Waktu PenmmaanlRnl Penli!JZ\inaan (Rn\ 

1 Triwulan I 
:2 Triwulan u 
3 Triwu!M lJI 
4 Triwulan rv 

JUMI.J\H - . 

2. 

dengan i.n.i menye.takan bahwa: 
l . Belanja Bantuan Operasional Sekolah fBOSJ telah d.igunakan dalam ra.ngka me:ndulcun 

operasional sekolah dan tidak untuk kepentingan pribadi . 

Nama 
Jabatan : Kepala Sekolah 
AJamat : 

Yang btttandatangan di bawah ini 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Jalan . 
8Bl[OL.AB ···••·•••••••·••·························•••••·•••·········· 

PEMERlNTAH KABUPATEN PURWOREJO 
SKPD . 

FO.RMATSURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

I.J\MP'IAAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 32 TAJIUlf 2016 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNJS PENOELOLAAN KEUANOAN 
DANA BANTUAN OPERA.SlONAL SEKOLt\H 
O! KABUPATEN PURWOREJO 

 



AOUS BASTIAN 

BUPATl PURWOREJO, 

Ttd. 

NIP . 

Purworcjo, . 
Kepe.Ja SKPD . 

~!_lill-ua Pep~ .J!Q.~ 
Belanja e.r.n1 Jue 
BOS 

~~ _H.ibeh BQS ~- .. .2. l.07.01. . ··---···-- ... 3.1.:1. 
URAIAN KOO! URAJAN JUMLAH 

s.2.2.22.01 

OE RltKINlN 
BD4!1,fA 

u 

Program . Kegiatan 
1141 . 

DlllNU' Peng,esahan Uru-.n Orpnieasi 
(Ill (l2J (l3} .. 

Tahun Anggaran : (10) Untuk Triwulan : (91 

ag.!lf' men~aahkan dan membukuken pendapatan dan belanja dana Bantuan Operuional 
Selrolah ecjumi.h 

I. Saldo Awai . : _R.p ..:·:·.:··--·"""" (5) . i .. ~dapatan : Rp. .. . . . . . . .. .. .. .. .. (6) 
3. Belanja : Rp. (71 

_4_. _SaJ_d_o_Alch.ir __ . _:_Rp_._._ .. _ .. _ _ .. _ .. _ _ .. _···-··-··-···-{81 

Bendahara Umum Daerah eelalcu PPKD 

Kepllla 8KPD - f4) •em.ob•• .. ,.,..:. 

8UMT PCWMINIM!f J1BBGaA11AJt PIPID&PA1'Alf DA1f DLA!IJA 
D,\Jl.t. IIAJITOAlf OPUAIIIOIIAL UKOLAB 

l8Pl8-908t 
Tan I : 2 Nomor : 3 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

SKPD ·········· (I} 
Ja1an Pu O 

FORMAT SP38 BOS 

LAMPIRANV 
PERATURA.N BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 32 TAHUll ~16 
TENTANO 
PEDOMAN TEKNIS PENOELOL.MN KEUANGAN 
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOl.AH 
DlKABUPATENPURWOREJO 

 



AOUS BASTIAN 

B.UPATI PURWOREJO, 

Ttd. SESUAI DEN GAN ASLINY A 
BAGIAN HUKUM 

8 ~MERJNTAH KABUPATEN PURWOREJO IUltAT l'BlfO-UUi• l'Dl>APATAII DAJt 
DJ IIJIJA. DAL\ IIAJrTOAJt OftltAIIIO•Al. 

GPO •• ••• ••••. _.. ........ ~ ········- ................ aaouB 
Jal.an .............................. Purwomo f SPDII08 I 

Nomor SP3B BOS ; BVO/Kuua BUD : 
fangpl : T~pl : .. 
Kodt ; Nomor : 
NamaSKPD : U"tuk Triwulan : 

hhun : 

TelaJl 4iNblu• pmal.apatua 4aa IMt .... Bubaa Opuui-1 e.blu NjmD)all: 
..... AIOCl ., 
Pffldapatan Rp 
Belan"a Rp - ..... ~ -·- ·- 
S.W.Akldr Jt,p 

PSJll>APATAlr n•.al9.JA 
KOOE URAIA1' JUMLAH KOO£ URAJAN JUMLAH REKENINO REl<ENINO 

4.3.2.1 'Pendapt1wt Hib&h Rp •......... S.2.1.0't.Ol. Belm!ja ~wai. BOB Rp .••••.•..• - - ~aj)Q(all lJ\lnp Rp .......... 
5.2.2.22.01. Belanje Banmg Jesa Rp. ····••·•· BOS 

. .. . -· . . - 5.2.3. Belanja Mod.al R_p .......... 

... - -· - 
Jumlah Pendapatan Rp .•.•...... Jullll.!8h BeW\i• Rp ........ _ 

Pu, W(IJ e-jo, 
BENDAHARA UMUM/ KUASA BENDAHARA UMUM, 

, .... 1•••ooOOOH111111oooooOo.OOOOoooo•111•••111 oo 

NIP ............................................ 

FORMAT SP2B BOS 

l.r\MPIRAl'I V1 
P£RATURAN BUPATI PURWORF.JO 
NOMOR 32 TAIIUlf iot6 
TEHTANG 
PEDOMAN TEKHIS PENGELOLAAN KEUANGAN 
DANA BANTUAl'I OPERASIONAL SEt<OLAH 
DI KABUPATEN PURWOREJO 

 


